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ABSTRAK 

 

Gala umong merupakan suatu istilah untuk praktek gadai sawah yang terjadi di 

kalangan masyarakat Aceh. Masyarakat Gampong Seuneubok Cantek dalam 

melaksanakan praktik gala umong yaitu apabila penggadai (rahin) sudah 

menggadaikan sawahnya kepada penerima gadai (murtahin) maka pemanfaatan dan 

hasil dari tanah sawah tersebut sepenuhnya menjadi milik penerima gadai 

(murtahin). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) bagaimana 

praktik gala umong di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh 

Tamiang?, 2) bagaimana implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 

dalam praktik gala umong?, dan 3) apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi 

inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam 

Pandangan Fiqh Islam terkait praktik gala umong di Gampong Seuneubok Cantek 

Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang?. Peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan yang 

hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial, dengan melakukan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, 

praktik gala umong yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Seuneubok Cantek 

dengan cara menjadikan sawah sebagai jaminan atas utang piutang antara rahin 

(penggadai) dengan murtahin (penerima gadai), dimana murtahin dapat 

memanfaatkan sawah tersebut sekaligus hasil yang diperoleh secara sepenuhnya. 

Kedua, Implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 dalam praktik gala 

umong, hukum gadai adalah ibahah yaitu boleh dilakukan dengan mengedepankan 

azas tolong menolong, dimana tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Dalam praktik 

gadai, barang jaminan boleh dimanfaatkan oleh murtahin dengan cara isti’arah yaitu 

dengan cara pinjam pakai menggunakan beberapa akad yaitu akad ijarah, 

mudharabah, dan musyarakah. Ketiga, Faktor-faktor yang mempengaruhi 

inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 terkait praktik gala umong di 

Gampong Seuneubok dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1) faktor adat istiadat, 

2) faktor kurangnya pengetahuan, dan 3) faktor kurangnya sosialisasi.  

 

Kata Kunci: Gala Umong, Gadai Syariah, Fatwa MPU Aceh. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persoalan muamalah merupakan persoalan yang senantiasa aktual ditengah-

tengah masyarakat, karena ia berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban 

umat manusia itu sendiri. Maka dari itu Islam hanya menetapkan ajaran muamalah 

dalam bentuk prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar saja, dengan 

mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan 

dalam ber-muamalah antar sesama manusia. Termasuk salah satu aspek dalam 

muamalah adalah gadai, yang merupakan sarana tolong-menolong antar sesama umat 

manusia.
1
 

Istilah gadai dalam fiqih Islam disebut dengan al-rahn. Dalam konteks umum, 

gadai adalah kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu, guna 

memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai 

dengan perjanjian antara penggadai dengan lembaga gadai (penerima gadai).
2
 

Muhammad Syafi’i Antonio berpendapat bahwa al-rahn yaitu menahan salah satu 

harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang 

yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak 

pemberi pinjaman memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau 

sebahagian piutangnya.
3
 

                                                           
1
 Fadllan, “Gadai Syariah: Perspektif Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Perbankan”, 

Jurnal Iqtishadia, Vol. 1, No. 1, (November 2014), hlm. 30-31. 
2
 Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 131. 

3
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), hlm. 128. 
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Dalam lembaga keuangan, ada dua tipe lembaga gadai, yaitu pegadaian syariah 

dan pegadaian konvensional. Implementasi operasi pegadaian syariah pada dasarnya 

hampir sama dengan pegadaian konvensional. Namun yang membedakan adalah 

pegadaian konvensional menerapkan sistem riba atau meminta biaya tambahan atas 

dana yang dipinjamkan, yang mana hal ini tidak ada pada pegadaian syariah. Dalam 

pegadaian syariah yang diutamakan adalah dapat memberikan kemaslahatan kepada 

masyarakat, dengan tetap menjauhkan praktik riba, qimar (spekulasi), maupun 

gharar (ketidakpastian), sehingga tidak berimplikasi pada terjadinya ketidakadilan 

dan kedzaliman pada masyarakat atau nasabah.
4
  

Selain pada lembaga keuangan, praktik gadai juga banyak ditemui dalam 

kehidupan sehari-hari. Salah satu daerah yang banyak mengaplikasikan gadai dalam 

kehidupannya yaitu Aceh. Salah satu gadai yang sering dilakukan oleh masyarakat 

Aceh adalah gadai sawah yang dikenal dengan istilah gala umong. Praktik gadai 

sudah menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat Aceh, dimana banyak masyarakat 

Aceh yang menggadaikan sawahnya (gala umong) untuk memperoleh sejumlah uang 

yang akan digunakan untuk kebutuhan hidupnya. Konsep dasar dari gadai yaitu 

untuk sarana tolong menolong antar sesama umat manusia dengan mengharapkan 

ridha dari Allah SWT.
5
  

Akan tetapi yang terjadi di lapangan, sistem gala umong (gadai sawah) yang 

dilakukan oleh masyarakat Aceh khususnya masyarakat Gampong Seuneubok 

Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang masih mengandung 

                                                           
4
 Rachmad Saleh Nasution, “Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-

Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan”, Al-Tijary: 

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 2, (2016), hlm. 94. 
5
 Muhammad Iqbal dan Sukirno, “ Perjanjian Gala (Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh 

Berbasis Syariah”, Jurnal Law Reform, Vol. 13, No. 1, (2017), hlm. 99. 
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riba dan unsur kedzaliman. Dimana si piutang mengambil alih pemanfaatan tanah 

sawah tersebut beserta dengan hasilnya, artinya orang yang berutang kehilangan hak 

atas penggunaan tanah sawah tersebut. Hasil yang diperoleh oleh penerima gala atas 

penggunaan objek gala tersebut dianggap sebagai balas jasa atas uang yang telah 

dipinjamkan.
6
 

Jika diperhatikan mekanisme pelaksaan perjanjian gala dalam masyarakat Aceh, 

berakhirnya suatu perjanjian gala adalah tanpa adanya suatu ketetapan batas waktu, 

selain objek gala ditebus tentunya akan memberatkan pihak pemberi gala 

dikarenakan objek gala (jaminan) yang dulunya digunakan sebagai alat untuk 

mencari nafkah tersebut telah beralih menjadi hak pakai oleh penerima gala. 

Sedangkan disisi lain, pihak penerima gala terus menikmati hasil dari objek gala 

tersebut tanpa mengurangi jumlah utang pemberi gala.
7
 Hal tersebut bertentangan 

dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang 

Rahn, dimana dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa pemanfataan barang jaminan 

tersebut hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
8
 Dan juga 

bertentangan dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Gadai dalam Pandangan Fiqh Islam, dimana penerima gadai tidak 

boleh mengambil manfaat harta benda gadaian kecuali dengan izin pemiliknya, 

melalui akad Ibahah, Ijarah, Isti’arah dan lain-lain.
9
 

Praktik gala umong seperti ini belum memenuhi rukun dan syarat dalam rahn 

atau Gadai. Rukun yang belum terpenuhi adalah belum jelas batas waktu 

                                                           
6
 AB, Masyarakat Gampong Seuneubok Cantek, Wawancara, Jum’at 30 Oktober 2020. 

7
 Muhammad Iqbal dan Sukirno, “Rekontruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat)..., hlm. 99. 

8
 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. 

9
 Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam 

Pandangan Fiqh Islam. 
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pengembalian utang, dan hal lain yang tidak sesuai yaitu pemanfaatan hasil tanah 

sawah yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (Murtahin).
10

 Pada prinsipnya, 

Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak 

mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya 

pemeliharaan dan perawatannya.
11

 Sedangkan yang terjadi di lapangan tidak 

demikian, murtahin memanfaatkan seluruh hasil panen dari sawah tersebut. Jika hal 

ini dibiarkan maka orang kaya akan memanfaatkan kekayaannya untuk mendapatkan 

jaminan gadai dari orang miskin untuk investasi yang terus berkembang. Akibatnya 

si miskin semakin miskin karena tidak dapat memanfaatkan hartanya yang produktif, 

dan si kaya semakin kaya karena dia mendapatkan hasil yang berlimpah dari panen 

sawah tersebut. 

Menurut Muhammad Iqbal dan Sukirno praktik gala umong yang terjadi di Aceh 

tidak sesuai dengan konsep gadai syariah, yaitu adanya ketidaksesuaian terhadap 

pemanfaatan dan penguasaan barang jaminan dalam konsep gadai syariah. Sebagian 

besar para ulama tidak membolehkan pemanfaatan objek gala dengan tidak adanya 

suatu batasan waktu. Salah satu bentuk rekontruksi pada perjanjian gala yang 

berbasis syariah yaitu dengan menerapkan konsep mudharabah, dimana hasil 

keuntungan yang diperoleh dari objek gala digunakan untuk menutup kembali utang 

pemberi gala.
12

 Temuan yang sama juga disampaikankan oleh Azharsyah Ibrahim 

dalam praktik gadai di Aceh masih adanya pengambilan manfaat oleh pihak tertentu 

yang mengakibatkan tertindasnya satu pihak oleh pihak lainnya. Dalam ekonomi 

                                                           
10

 Safrizal, “Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari’ah (Studi Kasus Di 

Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)”, Jurnal Ilmiah 

Islam Futura, Vol. 15, No. 2, (Februari 2016), hlm. 231. 
11

 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. 
12

 Muhammad Iqbal dan Sukirno, “Rekontruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat)..., hlm. 98. 
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islam, konsep dasar gadai adalah tolong menolong sehingga tidak dihalalkan 

mengambil manfaat sebagai efek dari tolong menolong tersebut. Pengambilan 

manfaat ini dapat menjerumuskan transaksi tersebut ke dalam riba.
13

 

Banyaknya masyarakat Gampong Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed 

Kabupaten Aceh Tamiang, yang melaksanakan praktik gala umong (gadai sawah) 

tidak sesuai dengan Fatwa MPU Aceh. Maka untuk itu peneliti ingin meneliti lebih 

jauh melalui penelitian yang berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam 

Pandangan Fiqh Islam (Praktik Gala Umong di Gampong Seuneubok Cantek Kec. 

Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang)”.  

 

B. Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penelitian ini 

mengambil batasan masalah agar memudahkan para pembaca dalam memahami isi 

dari penelitian ini. Penelitian ini akan membahas apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai 

dalam Pandangan Fiqh Islam terkait praktik gala umong di Gampong Seuneubok 

Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang. Pembatasan masalah ini bertujuan 

untuk menentukan spesifikasi masalah yang penulis uraikan dalam rumusan masalah, 

sehingga penelitian ini lebih terfokus dan spesifik. 

 

 

 
                                                           

13
 Azharsyah Ibrahim, “Gala dan Rahn: Analisis Korelasi Dari Perspektif Ekonomi Islam”, 

Share, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2012), hlm. 51. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, ada beberapa hal yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana praktik gala umong di Gampong Seuneubok Cantek Kec. 

Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang? 

2. Bagaimana implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 dalam 

praktik gala umong? 

3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi inefektivitas Fatwa MPU Aceh 

Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam terkait 

praktik gala umong di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed 

Kab. Aceh Tamiang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui praktik gala umong di Gampong Seuneubok Cantek Kec. 

Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang. 

2. Untuk mengetahui implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 

dalam praktik gala umong. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi inefektivitas Fatwa 

MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh 

Islam terkait praktik gala umong di Gampong Seuneubok Cantek Kec. 

Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun dengan tercapainya tujuan penelitian diharapkan dari hasil penelitian ini 

dapat diperoleh manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bacaan serta pengetahuan 

keilmuan bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa khususnya dalam 

bidang Muamalah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah 

wawasan serta mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi 

inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai 

Dalam Pandangan Fiqh Islam terkait praktik gala umong di Gampong 

Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

bagi masyarakat dalam pengambilan kebijakan terhadap praktik gala 

umong (gadai sawah)  khususnya bagi masyarakat Gampong Seuneubok 

Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang. 

 

F. Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman para pembaca 

dalam memahami penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Adapun istilah yang dimaksud, yaitu: 
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1. Faktor 

Pengertian faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal 

(keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya 

sesuatu.
14

 Faktor juga disebut sebagai sebab terjadinya suatu masalah. 

2. Inefektivitas  

Inefektivitas berasal dari kata efektivitas. Efektivitas merupakan suatu 

kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai 

dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai dengan tujuan yang 

diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.
15

 Jadi Inefektivitas 

dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana suatu tujuan 

yang diinginkan tidak dapat tercapai dengan semestinya. 

3. Fatwa 

Pengertian fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu 

keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.
16

 

Fatwa adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan Syariat Islam 

terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan 

kemasyarakatan.
17

 

4. MPU 

Majelis Permusyawaratan Ulama atau dikenal dengan MPU Aceh adalah 

majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan muslim yang 

merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA. Ulama adalah tokoh 

                                                           
14

 https://kbbi.web.id/faktor 
15

 Ratna Ekasari, Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui 

Pemberdayaan Ekonomi, (Malang: AE Publishing, 2020), hlm. 20. 
16

 https://kbbi.web.id/fatwa 
17

 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. 
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panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara 

mendalam ajaran Islam dari Al-Qur’an dan Hadist serta mengamalkannya. 

Sedangkan cendikiawan muslim adalah ilmuwan muslim yang mempunyai 

integritas moral dan memiliki keahlian tertentu secara mendalam serta 

mengamalkannya.
18

 Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh 

memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka pemantapan 

implementasi Syariat Islam di Aceh.  

5. Gala Umong 

Gala umong terdiri dari dua kata yaitu gala  yang berarti gadai
19

 dan unong 

yang berarti sawah
20

. Jadi gala umong adalah penyebutan gadai sawah 

dalam bahasa Aceh yang merupakan sebuah tradisi yang sudah dipraktikkan 

secara turun temurun oleh masyarakat Aceh.  

 

G. Penelitian Terdahulu 

Pembahasan tentang praktik gadai sawah merupakan suatu permasalahan yang 

sudah umum dibahas oleh beberapa kalangan.  Didalam beberapa jurnal dan skripsi 

penulis menemukan penelitian yang membahas tentang gadai sawah khususnya di 

Aceh. Diantaranya adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal dan Sukirno dengan judul 

Rekontruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis 

Syariah, dengan hasil penelitian bahwa perjanjian gala hanya dilakukan apabila 

pemberi gala membutuhkan uang yang besar dalam keadaan mendesak, dalam 

                                                           
18

 Ibid. 
19

 Bukhari Daud dan Mark Durie, Kamus Basa Aceh = Kamus Bahasa Aceh = Acehnese-

Indonesian-English Thesaurus, (Australia: Pacifik Linguistics, 1999), hlm. 42. 
20

 Ibid, hlm. 47. 
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suatu mekanisme perjanjian gala apabila para pihak telah sepakat untuk 

melakukan perjanjian gala maka terjadilah serah terima yang diikuti dengan 

penyerahan tanahnya atau objek jaminan sebagai jaminan gala dari pihak 

pemberi gala dalam bentuk hak pakai, sedangkan pada pihak penerima gala 

menyerahkan uang dengan kesepakatan yang dipenuhi sebagaimana telah 

diperjanjikan antara keduanya dalam bentuk tunai atau cash. Berakhirnya suatu 

perjanjian gala dalam masyarakat adat Aceh adalah ketika objek gala telah 

ditebus kembali oleh si pemberi gala, maka pihak penerima gala berhak untuk 

menikmati hasil dari objek gala di karenakan pemanfaatan atas objek gala 

merupakan suatu bentuk balas jasa dari pihak pemberi gala atas uang yang telah 

dipinjamkan oleh pihak penerima gala kepada pihak pemberi gala.
21

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti praktik 

pelaksanaan gala umong (gadai sawah). Sedangkan perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

inefektivitas fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai Dalam 

Pandangan Fiqh Islam. 

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Safrizal dengan judul Praktek Gala Umong 

(Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Gampong 

Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh), dengan hasil 

penelitian bahwa praktik gala umong (gadai sawah) jika dilihat dari rukun dan 

syarat gadai yang dilakukan masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif 

Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh belum memenuhi rukun dan 
                                                           

21
 Muhammad Iqbal dan Sukirno, “Rekontruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) Pada Masyarakat 

Adat Aceh Berbasis Syariah”, Jurnal Law Reform, Vol. 13, No. 1, (2017). 
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syarat-syarat rahn atau gadai. Rukun yang belum terpenuhi adalah dalam akad 

gadai belum jelas tertera batas waktu pengembalian utang yang harus dilakukan 

oleh rahin (penggadai) kepada murtahin (penerima gadai). Efek dari hal tersebut 

dapat menimbulkan kesalahpahaman antara para pihak. Hal yang lain yang tidak 

sesuai dengan kaidah akad rahn adalah pemanfaatan hasil dari marhun (barang 

jaminan) dalam hal ini berupa tanah sawah produktif yang dimanfaatkan oleh 

penerima gadai (murtahin).
22

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti praktik 

pelaksanaan gala umong (gadai sawah). Sedangkan perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

inefektivitas fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai Dalam 

Pandangan Fiqh Islam. 

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dengan judul Gala Dan 

Rahn: Analisis Korelasi Dari Perspektif Ekonomi Islam, dengan hasil penelitian 

bahwa dalam melakukan praktik gala, masyarakat Aceh umumnya mendasari 

kepada pratik-praktik yang dilakukan secara turun temurun tanpa melakukan 

evaluasi secara mendalam. Hal ini mengakibatkan adanya pemahaman yang 

kurang tepat jika dilihat dalam konteks ekonomi Islam sehingga dalam 

pelaksanaannya menjurus kepada praktik riba. Hal ini terlihat dari pemanfaatan 

barang jaminan oleh pihak yang berpiutang (penerima gadai) yang menimbulkan 

kesulitan bagi penggadai untuk menebus kembali barang gadaiannya. Para 

                                                           
22

 Safrizal, “Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari’ah (Studi Kasus Di 

Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)”, Jurnal Ilmiah 

Islam Futura, Vol. 15, No. 2, (Februari 2016). 
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ulama melarang penerima gadai untuk mengambil manfaat terhadap barang 

gadaian karena konsep awal gadai bukanlah untuk menggandakan atau 

menyuburkan harta melainkan saling tolong menolong (tabarru’).
23

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti praktik 

pelaksanaan gala umong (gadai sawah). Sedangkan perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

inefektivitas fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai Dalam 

Pandangan Fiqh Islam. 

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dara Maulina dengan judul Pelaksanaan Sistem 

Gala Umong (gadai sawah) dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Rahin (Studi 

Kasus di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar), dengan hasil penelitian 

bahwa praktik gala umong (gadai sawah) yang dilakukan di Desa Meusale Lhok 

dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai (rahn). 

Adapun praktik gala umong (gadai sawah) tanpa batas waktu penyelesaian akad 

pada saat telah jatuh tempo, dengan pengambilan manfaat sawah menjadi 

jaminan yang dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (murtahin) tidak benar 

untuk dilakukan, karena merugikan salah satu pihak. Perubahan persentase 

pendapatan penggadai (rahin) sebelum dan sesudah salah satu atau sebagian 

sawah miliknya digadaikan berdasarkan nilai rata-rata mengalam pengurangan 

penghasilan pendapatan sebesar 42%.
24

 

                                                           
23

 Azharsyah Ibrahim, “Gala dan Rahn: Analisis Korelasi Dari Perspektif Ekonomi Islam”, 

Share, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2012). 
24

 Dara Maulina, “Pelaksanaan Sistem Gala Umong (gadai sawah) dan Dampaknya Terhadap 

Pendapatan Rahin (Studi Kasus di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)”, (Skripsi, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019). 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti praktik 

pelaksanaan gala umong (gadai sawah). Sedangkan perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

inefektivitas fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai Dalam 

Pandangan Fiqh Islam. 

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh M. Rizqan Finan dengan judul Pemanfaatan 

Jaminan Oleh Rahin Dengan Syarat Pembayaran Sewa Kepada Murtahin Dalam 

Tradisi Gala Tanah Sawah (Studi di Desa Meunasah Meucat Kabupaten Aceh 

Utara dalam Perspektif Mazhab Syafi’i), dengan hasil penelitian bahwa praktik 

pemanfaatan jaminan oleh rahin dengan syarat pembayaran sewa kepada 

murahin dalam tradisi gala tanah sawah di Desa Meunasah Meucat yaitu: rahin 

beserta dengan pihak yang memberi utang (murtahin) membuat perjanjian gala 

yang ditulis pada kwitansi, yang disaksikan oleh satu atau dua orang saksi. 

Kemudian pihak yang melakukan perjanjian tersebut menemui kreujruen, yaitu 

orang yang mengatur kebijakan mengenai persawahan dalam sebuah dusun, 

guna memberitahukan adanya transaksi gala tersebut. Kedua belah pihak 

menyepakati pihak rahin sebagai pihak yang memanfaatkan tanah sawah yang di 

ikuti dengan syarat rahin membayar sewa (memberikan persen dari hasil penen) 

kepada murtahin sampai rahin melunasi utangnya. Adapun mengenai syarat 

pembayaran sewa (pemberian sekian persen dari hasil tanah sawah) oleh rahin 

kepada murtahin, maka Ulama Syafi’iyyah mengatakan bahwa syarat tersebut 
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tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat, akad rahn tersebut juga 

menjadi tidak sah.
25

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti praktik 

pelaksanaan gala umong (gadai sawah). Sedangkan perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

inefektivitas fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai Dalam 

Pandangan Fiqh Islam. 

 

Berpedoman dari beberapa hasil penelitian diatas, maka menurut penulis tema 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 

Tahun 2016 terkait praktik gala umong di Gampong Seuneubok Cantek Kec. 

Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

Dengan adanya perbedaan penelitian tentunya berdampak pada perbedaan 

pembahasan sehingga penelitian ini adalah masalah baru yang belum pernah diteliti 

oleh penulis-penulis sebelumnya. Sehingga tema ini sangatlah menarik untuk diteliti 

dan mendapatkan jawaban yang jelas. 

 

H. Kerangka Pemikiran 

1. Dasar Kaidah 

 Kaidah-kaidah fiqh merupakan suatu kaidah hukum yang bersifat menyeluruh 

yang mencakup semua bagian-bagiannya. Terdapat lima kaidah fiqh yang disepakati, 

salah satunya yaitu:  كمة عادة مح  yang bermakna “adat istiadat dapat dijadikan  ال

                                                           
25

 M. Rizqan Finan, “Pemanfaatan Jaminan Oleh Rahin Dengan Syarat Pembayaran Sewa 

Kepada Murtahin Dalam Tradisi Gala Tanah Sawah (Studi di Desa Meunasah Meucat Kabupaten 

Aceh Utara dalam Perspektif Mazhab Syafi’i)”, (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik 

Ibrahim, Malang, 2017). 
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pijakan hukum”.
26

 Yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan 

suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.
27

 

 

2. Definisi Adat 

Secara umum, adat adalah sebuah kecenderungan (ungkapan atau pekerjaan) 

pada suatu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada suatu obyek 

pekerjaan yang dimaksud, baik dilakukan pribadi atau kelompok. Akibat akumulasi 

pengulangan itu, kemudian dinilai sebagi suatu hal yang lumrah dan mendarah-

daging pada suatu kelompok tersebut. Tak heran jika didalam idiom Arab, adat 

dianggap sebagai “tabiat kedua” manusia.
28

 

 

3. Syarat-syarat Adat 

Secara umum, terdapat empat syarat bagi sebuah tradisi untuk dijadikan pijakan 

hukum, yaitu: 

1. Adat tidak bertentangan dengan teks syariat, artinya adat tersebut berupa adat 

shahih sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substansional nash. 

2. Adat berlaku konstan (iththirad) dan menyeluruh, atau minimal dilakukan di 

kalangan mayoritas (ghalib). Bila pun ada yang tidak mengerjakan, maka itu 

hanya sebagian kecil saja dan tidak begitu dominan. 

                                                           
26

 Abdul Haq dkk, Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual, (Surabaya: Khalista, 

2006), hlm. 267. 
27

 Ramdan Fawzi, “Aplikasi Kaidah Fikih كمة عادة مح  :Dalam Bidang Muamalah”, Amwaluna ال

Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 2, No. 1, (Januari 2018), hlm. 147. 
28

 Abdul Haq dkk, Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual..., hlm. 274. 
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3. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya. Hal ini dapat 

dilihat dalam istilah-istilah yang yang biasa digunakan dalam transaksi jual beli, 

wakaf, atau wasiat. 

4. Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai 

substansial adat (madlmun al-‘adat).
29

 

 

4. Pertentangan Antara Adat dan Nash 

Dalam syarat-syarat mengadopsi adat pernah disinggung mengenai satu hal yaitu 

adat tidak boleh bertentangan dengan syariah (nash). Yang dimaksud dengan adat 

bertentangan dengan nash yaitu pertentangan bahasa dan perilaku keseharian 

manusia dengan istilah al-Quran dan al-Hadits. Pertentangan ini terbagi dua, yaitu: 

1. Pertentangan antara teks syariat dengan bahasa keseharian manusia, sementara 

muatan teks sama sekali tidak bersinggungan dengan hukum. Maka yang 

didahulukan adalah penggunaan bahasa yang menjadi langgam keseharian. 

2. Pertentangan antara bahasa keseharian dengan kata yang terdapat dalam al-

Quran dan al-Hadits yang ada kaitannya dengan hukum. Dalam hal ini, yang 

dimenangkan adalah kandungan makna nash.
30

  

 

I. Sistematika Pembahasan 

Perumusan sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran yang jelas tentang materi pembahasan yang ada dalam penelitian ini, 

sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui maksud penulis melakukan 

penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
                                                           

29
 Ibid, hlm. 283-284. 

30
 Ibid, hlm. 294.  
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BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini menguraikan tentang pengertian gadai, dasar hukum gadai, 

rukun dan syarat gadai, pengertian rahn tasjily, ketentuan khusus dalam 

rahn tasjily, dan pengambilan manfaat barang gadai. Kemudian juga 

menguraikan ketentuan gadai dalam Fatwa MPU Aceh.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini mencakup metode penelitian yang relevan dengan judul 

skripsi, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, 

dan analisis data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai praktik gala umong di Gampong 

Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang, dan faktor-

faktor yang mempengaruhi inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 

Tahun 2016 terkait praktik gala umong di Gampong Seuneubok Cantek 

Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil 

penelitian yang diperoleh secara ringkas. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Gadai  

1. Pengertian Gadai  

Istilah gadai dalam fiqih Islam disebut dengan al-rahn. Rahn merupakan masdar 

dari rahana – yarhanu – rahnan yang artinya menggadaikan atau menangguhkan.
1
 

Secara syar’i rahn (agunan) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) 

agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia 

gagal (berhalangan) menunaikannya. Berdasarkan pengertian rahn, dapat diartikan 

bahwa rahn adalah barang yang berharga yang memiliki nilai guna dan dapat 

dimanfaatkan yang diserahkan orang berutang kepada orang yang memberi utang 

sebagai jaminan atas utangnya tersebut.
2
 

Ada beberapa definisi al-rahn yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama 

Malikiyah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, mendefinisikan bahwa rahn 

adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat 

mengikat. Menurutnya, yang dijadikan barang jaminan bukan hanya yang bersifat 

materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat. Harta yang dijadikan jaminan juga 

tidak harus diserahkan secara aktual, akan tetapi boleh diserahkan secara hukum. 

Seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan itu adalah surat 

jaminannya (sertifikat sawah).
3
 

                                                           
1
 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 

hlm. 148. 
2
 Mahmudatus Sa’diyah, Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik), (Jawa Tengah: Unisnu Press, 

2019), hlm. 87. 
3
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 252. 
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Ulama Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, mendefinisikan 

bahwa rahn adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap piutang 

yang mungkin dijadikan sebagai pembayar piutang itu, baik seluruhnya maupun 

setengahnya.
4
  

Sedangkan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun 

Haroen, mendefinisikan bahwa rahn adalah menjadikan materi (barang) sebagai 

jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang 

tidak dapat membayar utangnya itu. Definisi yang dikemukakan oleh ulama 

Syafi’iyah dan ulama Hanabilah ini mengandung makna bahwa barang yang 

dijadikan jaminan utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk 

manfaat sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah. Sekalipun manfaat 

itu menurut mereka (ulama Syafi’iyah dan ulama Hanabilah) termasuk dalam 

pengertian harta.
5
 

 

2. Dasar Hukum Gadai  

Hukum meminta jaminan itu adalah mubah berdasarkan petunjuk Allah dalam 

al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:
6
 

                                                              
تُم عَلٰى سَفَرْ  وَْ لَْْ تََِدُوْا كَاتبًِا                              وَْ إن كُن ْ

                
                                                                                                                                                    

                        

                                                           
4
 Ibid. 

5
 Ibid. 

6
 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 266. 
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“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang 

penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika 

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, 

Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang 

siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Baqarah: 283)
7  

 

Disebutkan bahwa ketika utang-piutang itu terjadi dalam perjalanan dan tidak 

ada seorang penulis pun di antara mereka, bisa saja orang yang berutang 

meninggalkan barang jaminan sebagai pengganti dari tulisan yang semestinya. 

Namun demikian, transaksi ini tetap didasarkan kepada rasa saling percaya diantara 

keduanya. Jika kedua belah pihak sudah saling percaya, maka mereka boleh tidak 

menulis atau pun menghadirkan saksi.
8
 

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT membolehkan utang piutang 

dengan menggadaikan suatu barang. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn 

adalah semacam jaminan utang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut rahin dan 

orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta 

menahannya disebut murtahin, sedangkan barang yang digadaikan disebut marhun. 

Dalam hukum adat gadai diartikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima 

sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si peminjam (penggadai) tetap berhak 

atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. Dan apabila si 

peminjam tidak dapat mengembalikan utangnya pada saat jatuh tempo pengembalian 

utang, maka si penerima gadai berhak menjual tanah gadaian tersebut sesuai dengan 

kesepakatan pada awal akad. 

                                                           
7
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim, 2010), hlm. 

49. 
8
 Shafiyurrahman Al-Mubarakfury, Tafsir Ibnu Katsir 1, Terj. Imam Ghazali, (Bandung: Sygma 

Creative Media, 2012), hlm. 506. 
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Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa rahn boleh dilakukan dalam 

perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu dapat 

dipegang / dikuasai secara langsung oleh si pemberi piutang. Maksudnya, karena 

tidak semua barang jaminan itu dapat dipegang / dikuasai, maka paling tidak ada 

semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status al-marhun 

(menjadi agunan utang). Misalnya, apabila barang itu berbentuk sebidang tanah, 

maka yang dikuasai (al-qabdh) adalah surat jaminan tanah itu.
9
 

Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa: 

                                                                                              :                                          

10                                    

Dari „Aisyah Radhiyallahu „Anhu : “Bahwa Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa 

Sallam pernah membeli bahan makanan dari seorang yahudi dan beliau 

menggadaikan baju perang dari besi.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)
11

 

 

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasulullah menggadaikan baju 

besinya itu adalah kasus rahn yang pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh 

Rasulullah saw.
12

 

 

 

 

                                                           
9
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., hlm. 253. 

10
 Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, Syarah Hadits Bukhari-Muslim, Terj. Kathur 

Suhardi, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 761. 
11

 Ibid. 
12

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., hlm. 253. 
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3. Rukun dan Syarat Gadai 

Dalam melaksanakan suatu perikatan tentu saja terdapat rukun dan syarat yang 

harus dipenuhi. Perjanjian akad gadai (rahn) dipandang sah dan benar dalam syariat 

Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam Islam. 

Rukun rahn ada empat, yaitu: 

1. Rahin adalah orang yang memberikan jaminan (penggadai). 

2. Murtahin yaitu orang yang menerima gadai. 

3. Al-Marhun yaitu jaminan itu sendiri (benda). 

4. Al-Marhun bih yaitu utang itu sendiri.
13

 

 

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan apa saja yang menjadi rukun 

dari pada gadai (rahn). Menurut Ulama Hanafiyah rukun gadai (rahn) adalah ijab 

dan qabul dari penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin). Akan tetapi, akad 

dalam gadai (rahn) tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. 

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah rukun gadai (rahn) adalah aqid (orang yang 

berakad), marhun, marhun bih, dan sighat.
14

 

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat rahn sesuai dengan rukun rahn itu 

sendiri. Dengan demikian, syarat rahn meliputi: 

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. 

Kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang telah 

baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak 

yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, 

                                                           
13

 Ridwan Nurdin, Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya), (Banda Aceh: 

PeNA, 2010, hlm. 119. 
14

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., hlm. 254. 
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menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn dengan 

syarat sudah mendapat persetujuan dari walinya. 

2. Syarat marhun (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar fiqh adalah: 

a. Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang. 

b. Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya 

khamar tidak boleh dijadikan barang jaminan disebabkan khamar tidak 

bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam. 

c. Barang jaminan itu jelas dan tertentu. 

d. Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang. 

e. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain. 

f. Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya. 

g. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh. 

3. Syarat marhun bih (utang) adalah: 

a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada pihak yang berutang. 

b. Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan itu 

c. Utang itu jelas dan tertentu. 

4. Syarat sighat (lafal). Ulama Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun 

Haroen, mengatakan dalam akad rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat 

tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad rahn sama 

dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau 

dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan 

akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang 

waktu telah habis dan utang belum terbayar, maka rahn itu diperpanjang satu 

bulan atau pemberi utang mensyaratkan barang jaminan itu boleh ia manfaatkan. 
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Ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, mengatakan bahwa apabila syarat 

itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu 

dibolehkan. Tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad rahn maka 

syaratnya batal. Kedua syarat yang telah disebutkan diatas (perpanjangan rahn 

satu bulan dan barang jaminan boleh dimanfaatkan) termasuk syarat yang tidak 

sesuai dengan tabiat rahn, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang 

dibolehkan misalnya, untuk sahnya rahn itu pihak pemberi utang meminta agar 

akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal misalnya, 

disyaratkan bahwa barang jaminan itu tidak boleh dijual ketika sudah jatuh 

tempo dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.
15

 

 

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa rahn baru di anggap sempurna 

apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan pemberi 

utang, dan uang telah diterima oleh peminjam uang. Syarat yang terakhir 

kesempurnaan rahn para ulama menyebut qabdh al-marhun (barang jaminan 

dikuasai secara hukum oleh pemberi utang). Syarat ini menjadi penting karena Allah 

dalam al-Baqarah : 2 : 283 menyatakan “fa rihanun maqbudhah” (barang jaminan 

itu dipegang / dikuasai). Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi 

utang maka akad rahn bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.
16

 

 

 

 

 
                                                           

15
 Ibid. 

16
 Ibid, hlm. 255. 
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B. Rahn Tasjily 

1. Pengertian Rahn Tasjily 

Rahn tasjily adalah sebuah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi 

barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) 

rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin.
17

  

Rahn tasjily disebut juga dengan rahn ta‟mini, rahn rasmi, dan rahn hukmi, 

adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang 

diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, 

sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan 

dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).
18

  

 

2. Ketentuan Khusus Dalam Rahn Tasjily 

Rahn tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan 

jaminan (marhun) kepada murtahin. 

b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat 

tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin. 

c. Rahin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin untuk melakukan 

penjualan marhun, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip 

syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. 

d. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai 

kesepakatan. 

                                                           
17

 M. Fauzan dkk, Kamus Hukum dan Yurisprudensi, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 1133. 
18

 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily. 
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e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang 

barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung 

oleh rahin, berdasarkan akad Ijarah. 

f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan 

dengan jumlah utang rahin kepada murtahin. 

g. Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula mengenakan biaya lain yang 

diperlukan pada pengeluaran yang riil. 

h. Biaya asuransi Rahn Tasjily ditanggung oleh rahin.
19

 

 

C. Pengambilan Manfaat Barang Gadai 

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk 

pemeliharaan barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang 

yang berutang. Para ulama fiqh juga sepakat menyatakan bahwa barang yang 

dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan 

sama sekali, karena tindakan tersebut termasuk tindakan yang menyia-nyiakan harta 

yang dilarang Rasulullah saw.
20

 

Dalam pengambilan manfaat barang yang digadaikan, para ulama berbeda 

pendapat, di antaranya jumhur fuqaha dan Ahmad. Jumhur fuqaha, sebagaimana 

dikutip oleh Hendi Suhendi, berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil 

manfaat dari barang yang digadaikan tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, 

karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga jika 

dimanfaatkan termasuk riba.
21

 Sebagaimana sabda Rasulullah saw: 

                                                           
19

 Ibid.  
20

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., hlm. 256. 
21

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 108. 
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                                   :                                                       :                                         

22                
Dari Ali ra, ia berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda : “Setiap utang 

yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (HR. Harist bin Abu Usamah).
23

 

 

Jumhur ulama fiqh selain ulama Hanabilah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun 

Haroen, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan 

barang jaminan itu. Karena barang jaminan itu bukan miliknya secara penuh. Hak 

pemegang barang jaminan itu terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan utang 

yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, 

barulah pihak pemberi utang boleh menjual barang itu untuk melunasi utangnya.
24

 

Alasan jumhur ulama adalah sabda Rasulullah saw. yang berbunyi: 

                                :                                                        :                                                        

25                                                                      

Dari Abu Hurairah ra, mengatakan bahwa telah bersabda Rasulullah saw : 

“Tidak akan tertutup (hilang) barang gadaian dari pemiliknya yang 

menggadaikannya. Ia mendapatkan keuntungan dan ia juga menanggung 

kerugiannya.” (HR. ad-Daruquthni dan al-Hakim)
26

 

 
                                                           

22
 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Akbar Media, 

2012), hlm. 227. 
23

  Ibid. 
24

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., hlm. 256. 
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 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Terj. Abdul Rosyad Siddiq..., hlm. 226. 
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Akan tetapi, apabila pemilik barang jaminan mengizinkan pemegang barang 

jaminan untuk memanfaatkan barang itu selama ditangannya, maka sebagian ulama 

Hanafiyah membolehkannya. Karena dengan adanya izin maka tidak ada halangan 

bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi 

sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah, dan ulama Syafi’iyah, 

sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, berpendapat bahwa sekalipun pemilik 

barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan itu tetap tidak boleh 

memanfaatkannya. Karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan maka hasil dari 

pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syara’. Menurut mereka, 

sekalipun diizinkan dan diridhai oleh pemilik barang, tetapi izin dan ridha dalam hal 

ini cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak mendapat uang yang 

akan dipinjam itu.
27

 

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah binatang 

ternak. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun 

Haroen, murtahin boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari 

pemiliknya. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan sebagian ulama Hanafiyah, 

berpendapat bahwa apabila hewan tersebut dibiarkan saja, tanpa diurus oleh 

pemiliknya, maka murtahin boleh memanfaatkannya baik dengan seizin pemiliknya 

maupun tidak. Karena membiarkan hewan itu sia-sia termasuk ke dalam larangan 

Rasulullah saw.
28
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Ulama Hanabilah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, berpendapat bahwa 

apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang 

jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan 

jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan. Hal ini 

sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang mengatakan:
29

  

                     )  :                                                         :                                                          

                           ,                                                                          ,                                         

30 (                           

“Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Rasulullah saw bersabda, „(Hewan itu 

boleh dinaiki dengan syarat menafkahinya jika ia digadaikan, air susu kambing 

yang bisa diperah itu boleh diminum dengan menafkahinya jika ia digadaikan, 

dan kewajiban orang yang menaiki dan meminum adalah memberinya 

nafkah)‟.” (HR. Al-Bukhari)
31

 

 

Akan tetapi menurut ulama Hanabilah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun 

Haroen, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak 

memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang barang tidak boleh 

memanfaatkannya.
32

 

 

                                                           
29

 Ibid. 
30

 Az-Zabidi, Mukhtashar Shahih Al-Bukhari, Terj. Azzam Kuwais, (Jakarta: Ummul Qura, 

2016), hlm. 480. 
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D. Ketentuan Gadai Dalam Fatwa MPU Aceh 

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menetapkan: 

1. Gadai adalah harta benda yang dijadikan sebagai jaminan hutang. 

2. Hukum gadai-menggadai adalah boleh. 

3. Harta benda gadaian adalah amanah ditangan pemegangnya. 

4. Penggadai tidak boleh mengambil manfaat harta benda gadaian kecuali dengan 

izin pemiliknya, melalui akad Ibahah, Ijarah, Isti‟arah dan lain-lain. 

5. Biaya pemeliharaan harta benda gadaian dibebankan kepada pemegangnya. 

6. Barang dan atau surat berharga yang tidak sah diperjual belikan tidak boleh 

dijadikan harta benda gadaian.
33

 

 

Berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai dalam 

Pandangan Fiqh Islam, hukum gadai adalah ibahah yaitu boleh dilakukan dengan 

mengedepankan azas tolong menolong, dimana tidak boleh ada pihak yang 

dirugikan. Dalam praktik gadai, barang jaminan boleh dimanfaatkan oleh murtahin 

dengan cara isti‟arah yaitu dengan cara pinjam pakai dengan menggunakan beberapa 

akad, yaitu: 

1. Ijarah 

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam 

waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan barang itu sendiri, karena kepimilikan atas barang tersebut tetap menjadi 

                                                           
33

 Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam 

Pandangan Fiqh Islam. 
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milik sah mu‟jir/muaajir (pemilik).
34

 Dalam hal ini si penyewa hanya mempunyai 

hak untuk menggunakan barang sewaan tersebut, tidak mempunyai hak untuk 

menjual barang tersebut karena barang itu bukan miliknya. 

Pembiayaan ijarah akan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang 

telah ditentukan dalam Islam. Adapun rukun-rukun dalam pembiayaan ijarah yang 

harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 

1. Pelaku akad, yaitu musta‟jir (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan 

mu‟jir/muaajir (pemilik) adalah pihak yang menyewakan aset. 

2. Objek akad, yaitu ma‟jur (aset yang disewakan), dan ujrah (harga sewa). 

3. Sighat, yaitu ijab dan qabul.
35

 

 

Beberapa syarat dalam pembiayaan ijarah yang harus dipenuhi antara lain 

sebagai berikut: 

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah: 

a. Baligh, berakal, cakap dalam bertindak hukum, dan dapat mengendalikan 

harta. Ulama Hanafiyah mensyaratkan berakal dan mumayiz (minimal 7 

tahun) dan tidak disyaratkan baligh. Jika menyangkut barang bukan 

miliknya maka dipandang sah bila seizin walinya. Ulama Malikiyah 

mensyaratkan tamyiz, sedangkan transaksi orang belum baligh bergantung 

pada keizinan walinya. Sedangkan Malikiyah dan Syafiiyah mensyaratkan 

mukalaf yaitu baligh dan berakal tidak anak mumayiz. Tidak sah akad anak 

kecil dan orang gila. 
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b. Pihak yang berakad memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad, dimana 

penyewa memiliki kemampuan membayar sewa dan pihak yang 

menyewakan berhak menyewakan objek sewa. 

c. Adanya saling rela, tidak sah akad sewa yang dipaksakan. 

d. Kedua pihak mengetahui manfaat barang yang disewa untuk apa disewakan. 

2.  Syarat objek akad adalah: 

a. Manfaat yang menjadi objek akad harus jelas dan diketahui secara 

sempurna, sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari, 

meliputi: 1) barang yang disewakan harus jelas manfaatnya dan mubah 

(tidak bertentangan dengan syariat Islam). Tidak boleh menyewakan barang 

hasil kejahatan atau menyewakan untuk tujuan kejahatan. 2) objek akad 

harus dapat diserahkan kepada penyewa tidak boleh menyewakan benda 

yang hilang. 3) barang yang disewakan kekal zatnya sehingga dapat 

ditentukan tempo sewanya. 4) jenis pekerjaan jika ijarah pekerjaan. 

b. Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan baik untuk dirinya 

sendiri maupun untuk orang lain dengan cara meminjamkannya. 

c. Objek ijarah dalam bentuk jasa atau tenaga orang, bukan merupakan 

kewajiban individual seperti shalat dan puasa. 

d. Objek ijarah dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat di 

sewakan. 

e. Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu, dan bernilai. Tidak boleh 

sejenis dengan barang manfaat dari ijarah. 
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3. Syarat sighat adalah: 

a. Transaksi ijarah dilaksanakan secara jelas. 

b. Kedua belah pihak memahami transaksi ijarah dengan baik. 

c. Adanya kesesuaian antara ucapan penyewa dan jawaban pihak yang 

menyewakan.
36

 

 

2. Mudharabah 

Mudharabah adalah suatu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak atau 

lebih yang mana pihak pertama (shahib al-mal, LKS) sebagai penyedia dana atau 

modal usaha, sedangkan pihak kedua (mudharib, nasabah) bertindak sebagai 

pengelola modal tersebut, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai 

kesepakatan bersama.
37

 Dalam melaksanakan sistem pembiayaan akad mudharabah 

pihak pertama merupakan pihak yang kelebihan dana, sedangkan pihak kedua 

merupakan pihak yang kekurangan dana. Oleh karenanya kedua belah pihak ini 

saling bekerja sama dalam suatu usaha atau pekerjaan yang halal. 

Pembiayaan mudharabah akan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan 

syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Adapun rukun-rukun dalam pembiayaan 

mudharabah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 

1. Pelaku akad, yaitu shahibul maal (pemodal) dan mudharib (pengelola). 

2. Objek akad, yaitu modal (maal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh) 

3. Shighah, yaitu Ijab dan Qabul.
38
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Beberapa syarat dalam pembiayaan mudharabah yang harus dipenuhi antara lain 

sebagai berikut: 

1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 

2. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan 

dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. 

3. Modal tidak dapat berbentuk piutang. 

4. Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan 

hanya untuk satu pihak. 

5. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan 

dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi 

(nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus 

berdasarkan kesepakatan. 

6. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan 

pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari 

kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 

7. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) 

modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal 

berikut: 

a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan 

penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. 

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian 

rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu 

keuntungan. 
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c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam dalam tindakannya 

yang berhubungan dengan mudharabah.
39

 

 

3. Musyarakah 

Musyarakah adalah suatu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua 

pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak 

menyediakan dana untuk usahanya dengan ketentuan bahwa keuntungan dan 

kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
40

 Dalam pembiayaan 

menggunakan akad musyarakah, kedua belah pihak menyediakan dana dalam usaha 

tersebut. Berbeda dengan akad mudharabah yang hanya satu pihak yang 

menyediakan dana dalam menjalankan usaha tersebut, sedangkan yang satu pihak 

lagi hanya memberikan tenaga berupa keahlian dalam menjalan usaha. 

Pembiayaan musyarakah dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang 

telah ditentukan dalam Islam. Adapun rukun-rukun dalam pembiayaan musyarakah 

yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 

1. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha. 

2. Objek akad, yaitu modal (maal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh). 

3. Shighah, yaitu Ijab dan Qabul.
41

 

 

Beberapa syarat dalam pembiayaan musyarakah yang harus dipenuhi antara lain 

sebagai berikut: 

                                                           
39

 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 

Mudharabah (Qiradh). 
40

 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 

Musyarakah. 
41

 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah..., hlm. 52. 
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1. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum. 

2. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. 

Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan 

sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan 

tunai dan disepakati oleh para mitra. 

3. Para pihak tidak boleh meminjamkan modal musyarakah kepada pihak lain, 

kecuali atas dasar kesepakatan. 

4. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan 

dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. 

5. Kedudukan masing-masing organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. 

6. Keuntungan dan kerugian harus dikuantifikasi dengan jelas untuk 

menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan 

kerugian atau penghentian musyarakah. 

7. Keuntungan tidak boleh ditentukan di awal. 

8. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah 

tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
42
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 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 

Musyarakah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Setiap penelitian pasti dihadapkan dengan sebuah penyelesaian yang diharapkan 

sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karenanya dibutuhkan suatu metode dalam 

penyelesaian penelitian tersebut. Metode penelitian adalah suatu usaha atau proses 

untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah dengan cara yang sabar 

dan hati-hati, terencana, sistematis atau dengan cara ilmiah. Dengan tujuan untuk 

menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji 

kebenaran ilmiah suatu pengetahuan.
1
 Adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian 

pengumpulan data pada suatu fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai 

instrumen kunci dalam penelitian.
2
 Jenis penelitian ini adalah penelitian terapan 

(applied research)
3
 yaitu penelitian yang berorientasi pada kegiatan yang 

menghasilkan informasi dan digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan 

aktual dan praktis dalam masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan yang 

hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah 

                                                           
1
 Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 

26. 
2
 Abi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: CV Jejak, 

2018) hlm. 8. 
3
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), 

hlm. 4. 
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menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum 

formal dalam suatu masyarakat.
4
  

Pendekatan sosiologi hukum sangat cocok digunakan dalam penelitian ini, 

dimana penelitian ini akan mengkaji secara mendalam terkait ketidaksesuaian praktik 

gala umong yang terjadi di Gampong Seuneubok Cantek dengan Fatwa MPU Aceh 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai dalam Pandangan Fiqh Islam. Seharusnya 

masyarakat Gampong Seuneubok Cantek menjadikan Fatwa MPU Aceh tersebut 

sebagai pedoman dalam praktik gala umong, sehingga praktik gala umong yang 

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan hukum Islam. 

Hal tersebutlah yang menjadikan alasan peneliti menggunakan pendekatan sosiologi 

hukum dalam penelitian ini. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Gampong Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak 

Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Lokasi ini dipilih sebagai objek penelitian 

dikarenakan mayoritas dari masyarakat Gampong Seuneubok Cantek adalah petani. 

Dan sebagian masyarakat juga melakukan praktik gala umong (gadai sawah). Oleh 

karena itu, peneliti ingin meneliti bagaimana praktik gala umong (gadai sawah) yang 

dilaksanakan di Gampong Seuneubok Cantek. Sedangkan waktu pelaksanaan 

penelitian ini direncanakan akan diselesaikan sebelum berakhirnya SK skripsi. 

 

 

 

                                                           
4
 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 90. 
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C. Sumber Data 

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua jenis 

yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung dari sumber datanya.
5
 Adapun cara yang digunakan untuk mendapatkan 

data primer yaitu melalui wawancara langsung kepada masyarakat yang 

melaksanakan praktik gala umong (gadai sawah) dan wawancara kepada MPU Aceh 

Tamiang. 

 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari 

berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).
6
 Adapun teknik 

yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini adalah studi 

kepustakaan, jurnal, dan bahan-bahan perkuliahan yang berkaitan erat dengan 

pembahasan dalam penelitian ini. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 

peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

                                                           
5
 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015), hlm. 67. 
6
 Ibid, hlm. 68. 
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temuannya.
7
 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman 

wawancara yang merupakan alat bantu untuk mempermudah peneliti dalam 

mengumpulkan data. Kemudian data dokumentasi yang merupakan catatan peristiwa 

dan foto kegiatan pada saat penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
8
 Adapun teknik pengumpulan data 

yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-

gejala yang diteliti.
9
 Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan langsung 

terkait dengan hal yang akan diteliti. Maka dari itu peneliti akan melihat secara 

langsung bagaimana praktik gala umong yang dilaksanakan oleh masyarakat 

Seuneubok Cantek pada saat awal melakukan akad gala tersebut. Tujuan dari teknik 

observasi ini yaitu untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan detail 

mengenai suatu kejadian. Maka dari itu observasi harus dilakukan dengan cara yang 

seksama dan teliti. 

 

 

                                                           
7
 Mamik, Metodologi Kualitatif, (Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 76. 

8
 Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif..., hlm. 120-121. 

9
 Ibid, hlm. 123. 
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2. Wawancara  

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung 

atau percakapan dengan maksud tertentu. Dimana pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
10

 

Peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur atau terbuka, yaitu 

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dalam mengumpulkan datanya. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan 

yang ingin ditanyakan.
11

 Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data dengan 

melakukan tanya jawab langsung dengan masyarakat Gampong Seuneubok Cantek 

yang melaksanakan praktik gala umong (gadai sawah), yaitu para penggadai (rahin) 

dan penerima gadai (murtahin), peneliti akan menanyakan beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan praktik gala umong yang dilaksanakan di Gampong Seuneubok 

Cantek, peneliti akan mewawancarai masyarakat yang melaksanakan praktik gala 

umong terkait akad yang  digunakan dalam melaksanakan praktik gala tersebut. Serta 

peneliti juga akan melakukan wawancara kepada MPU Aceh Tamiang, dalam hal ini 

peneliti akan mewawancarai ketua dan wakil MPU Aceh Tamiang untuk 

menanyakan bagaimana tanggapan dari pihak MPU terkait praktik gala umong dan 

bagaimana implementasi akad-akad yang telah ditetapkan dalam Fatwa MPU Aceh 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai dalam Pandangan Fiqh Islam. 
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 Ibid, hlm. 137. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D..., hlm. 140. 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya sesuatu yang tertulis. 

Metode dokumentasi ini berarti cara mengumpulkan data dengan menggunakan dan 

mencatat data-data yang sudah ada.
12

 Dalam hal ini peneliti akan mengkaji dokumen 

yang berkaitan erat dengan penelitian, seperti catatan peristiwa dan foto kegiatan 

pada saat penelitian. 

 

F. Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data, yaitu dengan obsevasi, wawancara dan dokumentasi, maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data.
13

  

Miles and Huberman mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian 

kualitatif di lakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dalam penelitian ini yaitu:
14

 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Dalam mereduksi data, peneliti akan ditunjukan oleh tujuan yang akan dicapai. 

Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, peneliti 

dalam melakukan penelitian harus menemukan segala sesuatu yang dijadikan 

perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.
15

 Dalam penelitian ini, peneliti 

mereduksi hasil wawancara untuk mengambil informasi penting yang terkait dengan 

tiga rumusan masalah di atas. 

                                                           
12

 Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif..., hlm. 149. 
13

 Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 

hlm. 144. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D..., hlm. 246. 
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b. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.
16

 Setelah peneliti 

mereduksi data, maka peneliti akan menyajikan data-data tersebut dalam bentuk 

narasi sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. 

 

c. Conclusion Drawing / Verification 

Langkah terakhir dalam analisis data ini adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya.
17

 Peneliti akan melakukan verifikasi terhadap MPU 

Aceh Tamiang terkait penerapan praktik gadai sawah (gala umong)  yang dilakukan 

oleh masyarakat Gampong Seuneubok Cantek. 
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 Ibid, hlm. 249. 
17

 Ibid, hlm. 252. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Praktik Gala Umong Di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed 

Kab. Aceh Tamiang 

Gala umong merupakan suatu istilah untuk praktik gadai sawah yang terjadi 

dikalangan masyarakat Aceh. Gala umong yang dilakukan oleh masyarakat 

Gampong Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang 

Provinsi Aceh dengan cara menjadikan sawah sebagai jaminan atas utang piutang 

antara dua belah pihak. Dimana pihak pertama sebagai pemilik sawah melakukan 

pinjaman berupa uang kepada pihak kedua dengan sawah sebagai jaminan atas 

pinjamannya tersebut, sekaligus sawah tersebut berpindah pula hak pakai sawah dari 

pihak pertama kepada pihak kedua. Dalam hal ini, pihak kedua dapat memanfaatkan 

sawah tersebut sepenuhnya dengan izin pihak pertama selaku pemilik sawah.
1
  

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 

Tentang Rahn, pada prinsipnya barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak 

kedua yaitu selaku pemberi utang kecuali seizin pihak pertama selaku pemilik barang 

jaminan, dengan tidak mengurangi nilai dari barang jaminan itu sendiri dan 

pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
2
 

Sedangkan dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 

2016 Tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam, lebih menegaskan bahwa 

                                                           
1
 AH, Tok Imam Gampong Seuneubok Cantek, Wawancara, Minggu 13 Juni 2021. 

2
 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. 
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pemanfaatan barang jaminan oleh pihak kedua dibolehkan dengan seizin pihak 

pertama dengan menggunakan akad Ibahah, Ijarah, Isti'arah, dan lain-lain.
3
 

Praktik gala umong Gampong Seuneubok Cantek terjadi dikarenakan 

masyarakat dalam hal ini sebagai pihak pertama membutuhkan dana secepatnya yang 

disebabkan oleh tuntutan kebutuhan ekonomi, baik untuk kebutuhan sehari-hari 

maupun kebutuhan lainnya. Kemudian pihak pertama mendatangi pihak kedua yang 

dianggap sebagai individu yang memiliki keuangan lebih untuk menggadaikan sawah 

dengan tujuan mendapatkan pinjaman dana. Besaran jumlah dana yang akan 

dipinjamkan disesuaikan dengan luas sawah yang akan digadaikan, semakin besar 

jumlah dana yang dipinjam maka sawah yang digadaikan juga semakin luas.
4
 

Praktik gala umong yang terjadi di Gampong Seuneubok Cantek, yaitu 

pemanfaatan sawah bukan sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. 

Pihak kedua dapat memanfaatkan sawah tersebut secara sepenuhnya, pemanfaatan 

sawah oleh pihak kedua bukan hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan 

perawatannya, akan tetapi seluruh keuntungan yang diperoleh dari hasil sawah 

tersebut sepenuhnya menjadi milik pihak kedua selama pihak pertama belum 

melunasi utangnya atau menebusnya.
5
  

Pada umumnya tidak ada batas waktu yang ditentukan kapan berakhirnya gadai 

tersebut, maka dari itu selama berlangsungnya praktik gala umong, sawah sebagai 

barang jamiman berada dalam penguasaan pihak kedua. Selama utang pihak pertama 

kepada pihak kedua belum dilunasi, maka pihak kedua berhak untuk menikmati hasil 

panen dari sawah tersebut dikarenakan pemanfaatannya dianggap sebagai bentuk 

                                                           
3
 Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam 

Pandangan Fiqh Islam. 
4
 HS, Datok Penghulu Gampong Seuneubok Cantek, Wawancara, Senin 14 Juni 2021. 

5
 UM, Ketua MDSK Gampong Seuneubok Cantek, Wawancara, Jumat 18 Juni 2021. 
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balas jasa.
6
 Jika hal ini dibiarkan maka orang kaya akan memanfaatkan kekayaannya 

untuk mendapatkan jaminan gadai dari orang miskin untuk investasi yang terus 

berkembang. Akibatnya si miskin semakin miskin karena tidak dapat memanfaatkan 

hartanya yang produktif, dan si kaya semakin kaya karena dia mendapatkan hasil 

yang berlimpah dari hasil panen sawah tersebut. 

Menurut Safrizal, praktik gala umong seperti ini belum memenuhi rukun dan 

syarat dalam rahn atau Gadai. Rukun yang belum terpenuhi adalah belum jelas batas 

waktu pengembalian utang, dan hal lain yang tidak sesuai yaitu pemanfaatan hasil 

tanah sawah yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (Murtahin).
7
 Menurut 

Muhammad Iqbal dan Sukirno, praktik gala umong yang terjadi di Aceh tidak sesuai 

dengan konsep gadai syariah, yaitu adanya ketidaksesuaian terhadap pemanfaatan 

dan penguasaan barang jaminan. Sebagian besar para ulama tidak membolehkan 

pemanfatan objek gala dengan tidak adanya suatu batasan waktu.
8
 

Salah satu bentuk rekontruksi pada perjanjian gala yang berbasis syariah dengan 

menerapkan konsep mudharabah, dimana hasil keuntungan yang diperoleh dari 

objek gala digunakan untuk menutup kembali utang pihak pemberi gala.
9
 Temuan 

yang sama juga disampaikankan oleh Azharsyah Ibrahim dalam praktik gadai di 

Aceh masih adanya pengambilan manfaat oleh pihak tertentu yang mengakibatkan 

tertindasnya satu pihak oleh pihak lainnya. Dalam ekonomi Islam, konsep dasar 

gadai adalah tolong menolong sehingga tidak dihalalkan mengambil manfaat sebagai 

                                                           
6
 AH, Tok Imam Gampong Seuneubok Cantek, Wawancara, Minggu 13 Juni 2021. 

7
 Safrizal, “Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari’ah (Studi Kasus Di 
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Islam Futura, Vol. 15, No. 2, (Februari 2016), hlm. 231. 
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Adat Aceh Berbasis Syariah”, Jurnal Law Reform, Vol. 13, No. 1, (2017), hlm. 98. 
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efek dari tolong menolong tersebut. Pengambilan manfaat ini dapat menjerumuskan 

transaksi tersebut ke dalam riba.
10

 

 

B. Implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Dalam Praktik Gala 

Umong 

Berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai dalam 

Pandangan Fiqh Islam, hukum gadai adalah ibahah yaitu boleh dilakukan dengan 

mengedepankan azas tolong menolong, dimana tidak boleh ada pihak yang 

dirugikan.
11

 Dalam praktik gadai, barang jaminan boleh dimanfaatkan oleh murtahin 

dengan cara isti’arah yaitu dengan cara pinjam pakai dengan menggunakan beberapa 

akad, yaitu: 

1. Ijarah 

Praktik akad ijarah pada umumnya yaitu dengan cara pemilik barang 

menyewakan tanah sawahnya kepada pihak lain (penyewa). Kemudian penyewa 

akan membayar sewa setiap tahunnya atau pun setiap panennya kepada pemilik 

sawah, atau membayar uang sewa dimuka sesuai dengan kesepakatan antara kedua 

belah pihak dengan tempo yang telah ditetapkan pada saat akad ijarah berlangsung. 

Dengan menggunakan akad ijarah ini maka penyewa dapat memanfaatkan tanah 

sawah tersebut dengan membayar sewa kepada pemilik tanah sawah. Akad ini akan 

menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada unsur kedzaliman di dalamnya. Karena 

pemilik tanah sawah akan akan mendapat bayaran sewa dari penyewa, sedangkan 

penyewa dapat memanfaatkan tanah sawah tersebut.  
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Adapun ilustrasinya sebagai berikut: Tuan A membutuhkan uang sebesar 

Rp.1.000.000, kemudian Tuan A menyewakan sawahnya dengan luas tanah 1.500M2 

kepada Tuan B sebesar Rp.1.000.000 dalam jangka waktu selama 1 tahun. Dalam 

jangka waktu 1 satu tahun Tuan B berhak memanfaatkan tanah sawah tersebut untuk 

dikelola dan keuntungan dari hasil pengelolaan tanah sawah tersebut sepenuhnya 

menjadi keuntungan Tuan B. Apabila sudah jatuh tempo 1 tahun, maka Tuan B tidak 

bisa memanfaatkan lagi tanah sawah tersebut.  

Praktik ijarah seperti ini juga sering dilakukan oleh masyarakat Gampong 

Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi 

Aceh, dimana pemilik sawah menyewakan tanah sawahnya kepada penyewa. 

Adapun sistem bayaran sewa yang terjadi di Gampong Seuneubok Cantek yaitu 

menggunakan dua cara, yaitu: 

Pertama, pembayaran sewa di awal akad. Pembayaran sewa diawal akad 

dibayarkan dalam bentuk uang tunai, dimana biaya sewanya sebesar 

Rp.150.000/1 rante (400M2) untuk satu kali pengelolaan. Masyarakat Gampong 

Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang 

Provinsi Aceh mengelola tanah sawahnya untuk ditanami padi dalam satu tahun 

sebanyak 2 kali. Artinya, ketika pemilik tanah sawah menyewakan tanah 

sawahnya dengan luas 400M2 kepada penyewa selama 1 tahun, biaya sewa yang 

harus dibayarkan adalah sebesar Rp.300.000. Kedua, pembayaran sewa disaat 

panen. Pembayaran sewa disaat panen dibayarkan dalam bentuk hasil panen 

yaitu padi, dimana biaya sewanya sebanyak 30kg/1 rante (400M2) untuk satu 

kali pengelolaan. Masyarakat Gampong Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak 

Payed Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh mengelola tanah sawahnya 

untuk ditanami padi dalam satu tahun sebanyak 2 kali. Artinya, ketika pemilik 

tanah sawah menyewakan tanah sawahnya dengan luas 400M2 kepada penyewa 

selama 1 tahun, biaya sewa yang harus dibayarkan adalah sebanyak 60kg yang 

dibayarkan setiap kali panen.
12

 

 

Akad ijarah juga dapat dilakukan dalam praktik gadai, dimana rahin 

menggadaikan sawah kepada murtahin untuk mendapatkan sejumlah uang. Dalam 
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hal ini rahin berhutang kepada murtahin dengan tanah sawah jaminannya. Murtahin 

berhak atas pemanfaatan tanah sawah tersebut, kemudian murtahin menyewakan 

tanah sawah tersebut kepada rahin, maka dari itu rahin harus membayar biaya sewa 

yang dikenal dengan ujrah, setelah itu rahin bisa memanfaatkan kembali tanah 

sawah tersebut selama batas waktu yang ditentukan. Sedangkan murtahin 

mendapatkan ujrah atas biaya swa tanah sawah dari murtahin.
13

 

Adapun ilustrasinya sebagai berikut: 

Tuan A membutuhkan uang sebesar Rp.10.000.000, kemudian Tuan A 

menggadaikan sawahnya dengan luas tanah 800M2
 
kepada Tuan B sebesar 

Rp.10.000.000 dalam jangka waktu selama 2 tahun. Dalam jangka waktu 2 tahun 

Tuan B berhak memanfaatkan tanah sawah tersebut hanya sebatas pengganti 

biaya perawatan. Dikarenakan hak pemanfaatan tanah sawah tersebut sudah 

manjadi hak Tuan B, jadi terserah Tuan B akan mengelolanya dalam bentuk 

apapun. Kemudian Tuan B menyewakan tanah sawah tersebut kepada Tuan A 

selama 2 tahun dengan sistem pembayaran sewa sesuai kesepakatan baik 

dibayarkan diawal akad dalam bentuk uang tunai atau dibayarkan disaat panen 

tiba dengan hasil panen yaitu padi.
14

 

  

Jika kesepakatan bersama sistem pembayaran biaya sewa dilakukan diawal akad, 

maka Tuan A harus membayar biaya sewa sebasar Rp.150.000/1 rante (400M2) 

untuk sekali pengelolaan. Sedangkan tanah sawah yang disewakan seluas 800M2 (2 

rante), maka biaya sewa sebasar Rp.300.000/pengelolaan. Jika dalam 1 tahun ada dua 

kali pengelolaan maka biaya sewa pertahun sebesar Rp.600.000. Sedangkan Tuan B 

menyewakan tanah sawah tersebut kepada Tuan A selama 2 tahun, maka biaya 

sewanya sebesar Rp.1.200.000. 

Jika kesepakatan bersama sistem pembayaran biaya sewa dilakukan disaat panen 

tiba, maka Tuan A harus membayar biaya sewa sebanyak 30kg/1 rante (400M2) 

untuk sekali pengelolaan. Sedangkan tanah sawah yang disewakan seluas 800M2 (2 
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rante), maka biaya biaya sewa sebanyak 60kg/pengelolaan. Jika dalam 1 tahun ada 

dua kali pengelolaan, dan akad sewa menyewa tersebut selama 2 tahun (terdapat 4 

kali pengelolaan tanah sawah), maka biaya sewa sebanyak 240kg yang dibayarkan 

tiap panen.  

Dikarenakan Tuan B menyewakan tanah sawah tersebut kepada Tuan A, maka 

hak pemanfaatan tanah sawah tersebut sudah menjadi hak Tuan A. Dengan demikian 

Tuan A tetap bisa memanfaatkan tanah sawahnya dengan membayar biaya sewa, 

sedangkan Tuan B mendapatkan ujrah yang dibayarkan oleh Tuan A. Apabila sudah 

jatuh tempo yaitu 2 tahun, maka berakhir pula hak pemanfaatan tanah sawah oleh 

Tuan A, sekaligus Tuan A wajib mengembalikan utangnya kepada Tuan B. 

 

2. Mudharabah 

Praktik akad mudharabah pada dasarnya yaitu dengan cara shahibul maal 

(pemodal) bekerjasama dalam pengelolaan tanah sawah dengan mudharib 

(pengelola). Dimana 100% modal dari shahibul maal, sedangkan mudharib hanya 

mengelola saja tanpa mengeluarkan modal sedikit pun.  

Adapun ilustrasinya sebagai berikut:  

Tuan A memiliki tanah sawah dengan luas 1.000M2, kemudian Tuan A 

melakukan akad kerjasama dengan Tuan B menggunakan akad mudharabah, 

dimana yang menjadi modal dalam akad tersebut adalah tanah sawah seluas 

1.000M2 dan biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan tanah sawah tersebut 

ditanggung oleh Tuan A, dan berdasarkan kesepakatan diawal akad nisbah bagi 

hasilnya 50:50, artinya 50% keuntungan dari hasi pengelolaan tanah tersebut 

menjadi hak Tuan A, dan 50% lagi menjadi hak Tuan B. Begitu pula disaat 

terjadinya kerugian atas pengelolaan tanah sawah tersebut, Tuan A menanggung 

50% kerugian, dan Tuan B juga ikut menanggung 50% kerugian, dengan 

ketentuan kerugian bukan disebabkan oleh kelalaian atau unsur kesengajaan 

Tuan B. Kerugian yang ditanggung oleh Tuan A yaitu kehilangan modal atau 

biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan tanah sawah tersebut, 
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sedangkan kerugian yang ditanggung oleh Tuan B yaitu waktu dan tenaga yang 

dikeluarkan dalam pengelolaan tanah sawah tersebut tidak ada imbal hasilnya.
15

  

 

Akad mudharabah juga dapat dilakukan dalam praktik gadai, disaat suatu 

individu membutuhkan dana dalam waktu yang cepat, maka ia bisa menggadaikan 

tanah sawah kepada individu lain yang dianggap tingkat ekonominya menengah ke 

atas. Maka dari itu penerima gadai berhak atas pemanfaatan tanah sawah tersebut. 

setelah akad gadai tersebut selesai, kemudian penerima gadai melakukan kerjasama 

kembali dengan sipenggadai dengan menggunakan akad mudharabah, dimana 

seluruh modal ditanggung oleh penerima gadai dan sipenggadai bertindak sebagai 

pengelola. Keuntungan dan kerugian atas kerjasama tersebut ditanggung secara 

bersama sesuai dengan kesepakatan secara bersama di awal akad. Akad ini akan 

menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada unsur kedzaliman di dalamnya. Karena 

rahin akan tetap mendapat hasil dari panen sawah tersebut, sedangkan murtahin 

dapat memanfaatkan tanah sawah yang digadaikan tersebut.
16

 

Adapun ilustrasinya sebagai berikut: 

Tuan A membutuhkan uang sebesar Rp.10.000.000, kemudian Tuan A 

menggadaikan sawahnya dengan luas tanah 1.000M2
 
kepada Tuan B sebesar 

Rp.10.000.000 dalam jangka waktu selama 2 tahun. Dalam jangka waktu 2 tahun 

Tuan B berhak memanfaatkan tanah sawah tersebut hanya sebatas pengganti 

biaya perawatan. Dikarenakan hak pemanfaatan tanah sawah tersebut sudah 

manjadi hak Tuan B, jadi terserah Tuan B akan mengelolanya dalam bentuk 

apapun. Kemudian Tuan B mengelola tanah sawah tersebut dengan cara 

bekerjasama dengan Tuan A menggunakan akad mudharabah selama 2 tahun, 

dimana keseluruhan modal ditanggung oleh Tuan B, sedangkan Tuan A hanya 

sebagai pengelolanya saja. Modal tuan B yaitu tanah sawah dan semua biaya-

biaya yang diperlukan dalam pengelolaan tanah sawah tersebut, sedangkan Tuan 

A hanya mengelolanya saja.
17
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Berdasarkan kesepakatan diawal akad nisbah bagi hasilnya 50:50, keuntungan 

dan kerugian ditanggung secara bersama berdasarkan nisbah bagi hasil tersebut. Jika 

dari pengelolaan tanah sawah tersebut mendapatkan keuntungan, maka 50% 

keuntungan dari hasi pengelolaan tanah tersebut menjadi hak Tuan B, dan 50% lagi 

menjadi hak Tuan A. Begitu pula disaat terjadinya kerugian atas pengelolaan tanah 

sawah tersebut, Tuan B menanggung 50% kerugian, dan Tuan A juga ikut 

menanggung 50% kerugian, dengan ketentuan kerugian bukan disebabkan oleh 

kelalaian atau unsur kesengajaan Tuan A. Kerugian yang ditanggung oleh Tuan B 

yaitu kehilangan modal atau biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan tanah 

sawah tersebut, sedangkan kerugian yang ditanggung oleh Tuan A yaitu waktu dan 

tenaga yang dikeluarkan dalam pengelolaan tanah sawah tersebut tidak ada imbal 

hasilnya. Apabila sudah jatuh tempo yaitu selama 2 tahun, maka berakhir pula akad 

mudharabah antara Tuan A dan Tuan B, sekaligus Tuan A wajib melunasi utangnya 

kepada Tuan B. 

 

3. Musyarakah 

Praktik akad musyarakah pada dasarnya yaitu bentuk kerjasama kemitraan, 

dimana masing-masing pihak mengeluarkan modal untuk suatu usaha. Misal, 

kerjasama dua belah pihak dalam pengelolaan tanah sawah, maka kedua belah pihak 

memiliki modalnya masing. Pihak pertama memiliki tanah sawah yang dijadikan 

sebagai modal, sedangkan pihak kedua mengeluarkan biaya dalam pengelolaan tanah 

sawah tersebut.  

Adapun ilustrasinya sebagai berikut:  
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Tuan A membutuhkan uang sebesar Rp.2.000.000 untuk modal dalam 

pengelolaan tanah sawahnya seluas 1.000M2, dikarenakan Tuan A tidak 

memiliki uang maka Tuan A bekerjasama dengan Tuan B menggunakan akad 

musyarakah. Dimana modal Tuan A adalah tanah sawah seluas 1.000M2, 

sedangkan modal yang dikeluarkan oleh Tuan B adalah dalam bentuk uang 

sebagai biaya atas pengelolaan tanah sawah tersebut. Berdasarkan kesepakatan 

diawal akad nisbah bagi hasilnya 50:50, artinya 50% keuntungan dari hasil 

pengelolaan tanah tersebut menjadi hak Tuan A, dan 50% lagi menjadi hak Tuan 

B. Begitu pula disaat terjadinya kerugian atas pengelolaan tanah sawah tersebut, 

Tuan A menanggung 50% kerugian, dan Tuan B juga ikut menanggung 50% 

kerugian.
18

 

 

Akad musyarakah juga dapat dilakukan dalam praktik gadai, disaat suatu 

individu membutuhkan dana dalam waktu yang cepat, maka ia bisa menggadaikan 

tanah sawah kepada individu lain yang dianggap tingkat ekonominya menengah ke 

atas. Maka dari itu penerima gadai berhak atas pemanfaatan tanah sawah tersebut. 

setelah akad gadai tersebut selesai, kemudian penerima gadai melakukan kerjasama 

kembali dengan sipenggadai dengan menggunakan akad musyarakah. Keuntungan 

dan kerugian atas kerjasama tersebut ditanggung secara bersama sesuai dengan 

kesepakatan secara bersama diawal akad. Akad ini akan menguntungkan kedua belah 

pihak tanpa ada unsur kedzaliman di dalamnya. Karena rahin akan tetap mendapat 

hasil dari panen sawah tersebut, sedangkan murtahin dapat memanfaatkan tanah 

sawah yang digadaikan tersebut.
19

 

Adapun ilustrasinya sebagai berikut: 

Tuan A membutuhkan uang sebesar Rp.10.000.000, kemudian Tuan A 

menggadaikan sawahnya dengan luas tanah 1.000M2
 
kepada Tuan B sebesar 

Rp.10.000.000 dalam jangka waktu selama 2 tahun. Dalam jangka waktu 2 tahun 

Tuan B berhak memanfaatkan tanah sawah tersebut hanya sebatas pengganti 

biaya perawatan. Dikarenakan hak pemanfaatan tanah sawah tersebut sudah 

manjadi hak Tuan B, jadi terserah Tuan B akan mengelolanya dalam bentuk 

apapun. Kemudian Tuan B mengelola tanah sawah tersebut dengan cara 

bekerjasama dengan Tuan A menggunakan akad musyarakah selama 2 tahun. 
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Tuan B memiliki tanah sawah yang dijadikan sebagai modal, sedangkan Tuan A 

mengeluarkan biaya dalam pengelolaan tanah sawah tersebut.
20

 

 

Berdasarkan kesepakatan diawal akad nisbah bagi hasilnya 50:50, keuntungan 

dan kerugian ditanggung secara bersama berdasarkan nisbah bagi hasil tersebut. Jika 

dari pengelolaan tanah sawah tersebut mendapatkan keuntungan, maka 50% 

keuntungan dari hasi pengelolaan tanah tersebut menjadi hak Tuan B, dan 50% lagi 

menjadi hak Tuan A. Begitu pula disaat terjadinya kerugian atas pengelolaan tanah 

sawah tersebut, Tuan B menanggung 50% kerugian, dan Tuan A juga ikut 

menanggung 50% kerugian. Apabila sudah jatuh tempo yaitu selama 2 tahun, maka 

berakhir pula akad musyarakah antara Tuan A dan Tuan B, sekaligus Tuan A wajib 

melunasi utangnya kepada Tuan B. 

 

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 

3 Tahun 2016 Tentang Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam Terkait 

Praktik Gala Umong Di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed 

Kab. Aceh Tamiang 

Praktik gala umong merupakan salah satu refleksi dari pada gadai secara 

syariah. Praktik gala umong boleh dilakukan dengan menggunakan beberapa akad, 

diantaranya yaitu akad ijarah, mudharabah, musyarakah, dan lain sebagainya. Akan 

tetapi praktik gala umong di Gampong Seuneubok Cantek masih belum 

menggunakan akad-akad syariah atau belum sesuai dengan sistem ekonomi Islam. 

Tidak terlaksananya akad-akad syariah dalam praktik gala umong di Gampong 

Seuneubok Cantek dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 
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1. Adat istiadat 

Praktik gala umong yang dilakukan oleh petani Gampong Seuneubok Cantek 

merujuk pada adat atau kebiasaan para petani secara turun temurun. Dimana pihak 

penggadai mendatangi pihak penerima gadai dengan tujuan menggadaikan sawah 

dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang, biasanya akad ini disepakati 

secara lisan berdasarkan kepercayaan satu sama lainnya.
21

 

Adat istiadat menurut Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 yaitu: 

Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam 

masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh. Kebiasaan 

adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang 

sama, yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat. Hukum 

adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Adat-istiadat 

adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu 

yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat 

Islam.
22

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Gampong 

Seuneubok Cantek yaitu Bapak AB, beliau menjelaskannya dengan hadih maja, 

yaitu “Hukom ngon adat lagee zat ngoen sifeut”.
23

 Artinya, hukum agama Islam dan 

hukum adat tidak ubahnya seperti zat dengan sifat yang tak dapat dipisahkan. Tidak 

dapat dinafikan bahwa sejak berabad lamanya hukum adat atau yang dikenal sebagai 

adat istiadat merupakan peraturan nilai-nilai dan keyakinan sosial budaya telah 

tumbuh dan berurat akar dalam kehidupan masyarakat Aceh.
24
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Dalam praktik gala umong di Gampong Seuneubok Cantek, pemanfaatan barang 

jaminan yaitu tanah sawah kasus dalam penelitian ini sudah menjadi hal yang wajar 

bagi masyarakat, hal tersebut dianggap sebagai balas jasa atas uang yang telah 

dipinjamkan.
25

 Dalam hal ini, pemilik barang jaminan yaitu tanah sawah tidak 

merasakan dirugikan atas pemanfaatan tanah sawahnya secara sepenuhnya oleh 

penerima gadai.  

 

2. Kurangnya Pengetahuan 

Masyarakat Gampong Seuneubok Cantek tidak mengetahui bahwa pemanfaatan 

barang jaminan diluar batas mengandung unsur riba. Persepsi masyarakat terkait riba 

hanya dalam bentuk bunga uang saja, sedangkan pemanfaatan barang jaminan secara 

berlebihan bukan dianggap sebagai riba. Ketidaktahuan tersebut membuat 

masyarakat memanfaatkan barang jaminan secara sepenuhnya selayak milik pribadi. 

Pada prinsipnya barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai 

kecuali seizin pemberi gadai selaku pemilik barang jaminan, dengan tidak 

mengurangi nilai dari barang jaminan itu sendiri dan pemanfaatannya itu sekedar 

pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
26

 

Masyarakat Gampong Seuneubok Cantek juga tidak mengetahui secara 

mendetail terkait rukun dan syarat dalam gadai. Dimana salah satunya yang tidak 

terpenuhi dalam praktik gala umong yaitu tidak jelasnya batas waktu pengembalian 

utang. Masyarakat Gampong Seuneubok Cantek tidak mengetahui bahwa disaat tidak 

jelasnya batas waktu pengembalian utang dalam praktIk gala umong maka akad 
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gadai tersebut tidak sah.
27

 Dampak dari pada kurangnya pengetahuan tersebut 

menyebabkan masyarakat melakukan praktik gadai yang mengandung unsur 

kezdaliman sebelah pihak, yaitu dengan pemanfaatan tanah sawah secara sepenuhnya 

akan merugikan si penggadai, dimana si penggadai akan kehilangan hak atas 

pemanfaatan tanah sawah tersebut sampai bisa melunasi hutangnya.  

Dalam praktik gadai pada awalnya mayarakat saling tolong-menolong antar 

sesama, seiring dengan berjalannya waktu terjadi pergeseran nilai yakni orang kaya 

mengambil sebuah keuntungan di atas keterdesakan ekonomi si miskin sehingga 

orang miskin bisa saja karena terpaksa akan merelakan barang jaminannya berupa 

tanah sawah dinikmati oleh si pemberi pinjaman. Tentunya hal ini bukanlah sebuah 

transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktik gadai merupakan transaksi 

yang tujuan utamanya untuk tolong-menolong, gadai yang dijadikan sebagai bentuk 

transaksi supaya terjadi tolong-menolong dan saling bantu-membantu bisa dijadikan 

sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial mereka terutama hubungan yang 

kaya dengan yang miskin, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad profit 

untuk mencari keuntungan.
28

 

 

3. Kurangnya sosialisasi 

Fatwa MPU Aceh tentang Gadai dalam Pandangan Fiqh Islam sudah ada 

semenjak tahun 2016, dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa pemanfaatan barang 

jaminan oleh pihak kedua dibolehkan dengan seizin pihak pertama dengan 

menggunakan akad-akad syariah seperti ijarah, mudharabah, dan musyarakah. Akan 
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tetapi, jangankan untuk mengaplikasikan akad ijarah, mudharabah, dan musyarakah 

dalam praktik gala umong, bahkan masyarakat Gampong Seuneubok Cantek tidak 

mengetahui bahwa adanya fatwa MPU Aceh yang mengatur tentang gadai dalam 

perspektif Islam.
29

  

Ketidaktahuan tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak MPU 

setempat terkait aplikasi akad-akad syariah dalam praktik gadai khususnya gala 

umong. Masyarakat Gampong Seuneubok Cantek beranggapan bahwa akad gadai 

berdiri dengan sendirinya tanpa diikuti oleh akad-akad lainnya. Pada kenyataannya, 

akad gadai bisa berdiri sendiri dan juga bisa sebagai pelengkap dalam akad-akad 

lainnya.
30

 Seharusnya, setelah keluarnya fatwa MPU Aceh tersebut, pihak MPU 

Kabupaten melakukan sosialisasi terkait gadai khususnya praktik gala umong yang 

sesuai dengan perspektif Islam. 

 

D. Analisis Penulis 

Praktik gala umong yang terjadi di Gampong Seuneubok Cantek, yaitu 

pemanfaatan sawah bukan sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. 

Pihak kedua dapat memanfaatkan sawah tersebut secara sepenuhnya, pemanfaatan 

sawah oleh pihak kedua bukan hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan 

perawatannya, akan tetapi seluruh keuntungan yang diperoleh dari hasil sawah 

tersebut sepenuhnya menjadi milik pihak kedua selama pihak pertama belum 

melunasi utangnya atau menebusnya. 

                                                           
29
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30
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Pemanfaatan barang jaminan dalam praktik gala umong sudah menjadi adat 

kebiasaan bagi masyarakat Gampong Seuneubok Cantek. Secara umum, hal tersebut 

sesuai dengan salah satu kaidah Fiqh, yaitu “ كمة عادة مح  yang bermakna “adat “ ال

istiadat dapat dijadikan pijakan hukum”. Akan tetapi kaidah tersebut tentu 

mempunyai syarat-syarat tersendiri agar adat kebiasaan tersebut dapat dijadikan 

sebagai sumber hukum dalam suatu masyarakat tertentu.  

Secara umum, terdapat empat syarat bagi sebuah tradisi untuk dijadikan pijakan 

hukum. Salah satu syarat adat dalam kaidah ini yaitu adat tidak berbenturan 

(bertentangan) dengan teks syariat, yang artinya adat tersebut merupakan adat yang 

shahih, sehingga tidak akan membatalkan seluruh aspek substansial nash.
31

 Namun 

adat kebiasaan masyarakat dalam praktik gala umong ini tidak memenuhi salah satu 

syarat adat tersebut, bukan keseluruhan dari syarat.  

Yang dimaksud dengan pertentangan antara adat dan nash adalah pertentangan 

bahasa dan perilaku keseharian manusia dengan istilah dalam al-Quran dan al-Hadits. 

Secara garis besar, ada dua pertentangan yang dimaksud, yaitu: pertama, 

pertentangan antara teks syariat dengan bahasa keseharian manusia, sedangkan 

muatan teks syariat sama sekali tidak bersinggungan dengan hukum. Maka yang 

didahulukan adalah penggunaan bahasa yang sudah menjadi langgam keseharian. 

Kedua, pertentangan antara bahasa keseharian dengan kata yang terdapat dalam teks 

al-Quran dan al-Hadits yang ada kaitannya dengan hukum. dalam hal ini yang 

dimenangkan adalah kandungan makna nash.
32
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Dalam adat kebiasaan praktik gala umong ini jelas bertentangan dengan 

pertentangan antara bahasa keseharian dengan kata yang terdapat dalam al-Quran 

dan al-Hadits yang ada kaitannya dengan hukum. Ulama Syafi’iyah berpendapat 

bahwa pemegang barang jaminan itu tidak boleh memanfaatkan barang jaminan 

tersebut, karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan maka hasil dari 

pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syara’. Menurutnya, sekalipun 

diizinkan dan diridhai oleh pemilik barang, tetapi izin dan ridha dalam hal ini 

cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak mendapat uang yang akan 

di pinjam itu.
33

 Prakik gala umong yang sudah menjadi suatu adat kebiasaan tersebut 

disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan sosialisasi dari masyarakat setempat. 

Masyarakat menganggap praktik tersebut sudah benar sesuai dengan syariah, namun 

pada kenyataannya, praktik gala umong ini bertentangan dengan nash. 

Selain tidak memenuhi syarat adat, pemanfaatan barang jaminan dalam prakik 

gala umong di Gampong Seuneubok Cantek yang sudah menjadi suatu adat 

kebiasaan tersebut juga bertentangan dengan tujuan utama dalam gadai. Praktik gadai 

merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong-menolong, gadai yang 

dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong-menolong dan saling bantu-

membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial mereka 

terutama hubungan yang kaya dengan yang miskin, bukanlah dijadikan sebagai 

transaksi atau akad profit untuk mencari keuntungan.
34

 

Dalam praktik gala umong yang terjadi di Gampong Seuneubok Cantek tidak 

adanya azas tolong menolong. Pada dasarnya akad gadai merupakan jenis akad 

                                                           
33
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34
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tabarru’, akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan 

kebaikan dan tolong-menolong.
35

 Pada umumnya tidak ada batas waktu yang 

ditentukan kapan berakhirnya gadai tersebut, maka dari itu selama berlangsungnya 

praktik gala umong, sawah sebagai barang jamiman berada dalam penguasaan pihak 

kedua. Selama utang pihak pertama kepada pihak kedua belum dilunasi, maka pihak 

kedua berhak untuk menikmati hasil panen dari sawah tersebut dikarenakan 

pemanfaatannya dianggap sebagai bentuk balas jasa atas uang yang telah 

dipinjamkan. Jika hal ini dibiarkan maka orang kaya akan memanfaatkan 

kekayaannya untuk mendapatkan jaminan gadai dari orang miskin untuk investasi 

yang terus berkembang. Akibatnya si miskin semakin miskin karena tidak dapat 

memanfaatkan hartanya yang produktif, dan si kaya semakin kaya karena dia 

mendapatkan hasil yang berlimpah dari hasil panen sawah tersebut. 

Praktik gala umong tersebut mengandung unsur riba. Adapun unsur riba dalam 

praktik gala umong tersebut yaitu adanya pengambilan manfaat secara berlebihan 

(bukan sekedar pengganti biaya pemeliharaan barang jaminan) yang mendatangkan 

kemudharatan bagi pemilik barang. Penelitian ini didukung oleh penelitian 

Azharsyah Ibrahim, dalam praktik gadai di Aceh masih adanya pengambilan manfaat 

oleh pihak tertentu yang mengakibatkan tertindasnya satu pihak oleh pihak lainnya. 

Dalam ekonomi Islam, konsep dasar gadai adalah tolong menolong sehingga tidak 

dihalalkan mengambil manfaat sebagai efek dari tolong menolong tersebut. 

Pengambilan manfaat ini dapat menjerumuskan transaksi tersebut ke dalam riba.
36
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Selain itu, praktik gala umong yang terjadi di Gampong Seuneubok Cantek 

mengandung unsur gharar (ketidakpastian), yaitu ketidakpastian dalam jangka waktu 

pengembalian utang tersebut. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Safrizal, 

praktik gala umong seperti ini belum memenuhi rukun dan syarat dalam rahn atau 

Gadai. Rukun yang belum terpenuhi adalah belum jelas batas waktu pengembalian 

hutang, dan hal lain yang tidak sesuai yaitu pemanfaatan hasil tanah sawah yang 

dimanfaatkan oleh penerima gadai (Murtahin).
37

 Hal yang sama juga dikemukakan 

oleh Muhammad Iqbal dan Sukirno, praktik gala umong yang terjadi di Aceh tidak 

sesuai dengan konsep gadai syariah, yaitu adanya ketidaksesuaian terhadap 

pemanfaatan dan penguasaan barang jaminan dalam konsep gadai syariah. Sebagian 

besar para ulama tidak membolehkan pemanfatan objek gala dengan tidak adanya 

suatu batasan waktu.
38
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melaksanakan penelitian di Gampong Seuneubok Cantek Kecamatan 

Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh tentang “Faktor-faktor 

Yang Mempengaruhi Inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang 

Gadai Dalam Pandangan Fiqh Islam (Praktik Gala Umong di Gampong Seuneubok 

Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang)”, peneliti dapat mengambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik gala umong yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Seuneubok 

Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh 

dengan cara menjadikan sawah sebagai jaminan atas utang piutang antara dua 

belah pihak. Dimana pihak pertama sebagai pemilik sawah melakukan pinjaman 

berupa uang kepada pihak kedua dengan sawah sebagai jaminan atas 

pinjamannya tersebut, sekaligus sawah tersebut berpindah pula hak pakai sawah 

dari pihak pertama kepada pihak kedua. Kemudian, pihak kedua dapat 

memanfaatkan sawah tersebut sepenuhnya dengan izin pihak pertama. 

2. Implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 dalam praktik gala 

umong, hukum gadai adalah ibahah yaitu boleh dilakukan dengan 

mengedepankan azas tolong menolong, dimana tidak boleh ada pihak yang 

dirugikan. Dalam praktik gadai, barang jaminan boleh dimanfaatkan oleh 

murtahin dengan cara isti’arah yaitu dengan cara pinjam pakai menggunakan 

beberapa akad yaitu akad ijarah, mudharabah, dan musyarakah. 
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi inefektivitas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 

Tahun 2016 terkait praktik gala umong di Gampong Seuneubok dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu 1) faktor adat istiadat, 2) faktor kurangnya 

pengetahuan, dan 3) faktor kurangnya sosialisasi. 

 

B. Saran  

Dengan adanya uraian-uraian diatas maka penulis akan memberikan saran-saran 

untuk menjadi bahan pertimbangan, yaitu: 

1. Mengenai praktik gala umong (gadai sawah) yang dilaksanakan oleh masyarakat 

Gampong Seuneubok Cantek jangan sampai merugikan salah satu pihak dan 

mengabaikan prinsip tabarru’ (tolong-menolong) yang merupakan dasar 

dilaksanakannya gadai (rahn). Harus adanya kejelasan mengenai pemanfaatan 

barang jaminan agar tidak terjadinya kedhaliman di antara kedua pihak. 

2. Adanya kebijakan baru dari para tokoh agama untuk menjelaskan kepada 

masyarakat Gampong Seuneubok Cantek bagaimana implementasi akad-akad 

yang seharusnya diterapkan dalam gadai, agar masyarakat mampu memahami 

dan melaksanakan praktik gala umong (gadai sawah) sesuai dengan ketentuan 

Fatwa MPU Aceh Nomor 3 tahun 2016 dan sesuai dengan ketentuan Islam. 

3. Dalam pelaksanaan praktik gala umong (gadai sawah) di Gampong Seuneubok 

Cantek diperlukan adanya kebijakan untuk menjelaskan kepada masyarakat 

tentang gadai dalam ketentuan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 tahun 2016 dan 

memberitahukan kepada masyarakat bahwa adat istiadat yang selama ini sudah 

menjadi turun-temurun tentang gadai tidak sepenuhnya dapat diterapkan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Pertanyaan wawancara dengan masyarakat Gampong Seuneubok Cantek Kec. 

Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang 

1. Bagaimana praktik gala umong di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak 

Payed Kab. Aceh Tamiang? 

2. Apakah Bapak/Ibu tau akad apa yang digunakan dalam praktik gala umong 

tersebut? 

3. Apakah Bapak/Ibu tau rukun dan syarat dalam gadai? 

4. Kenapa Bapak/Ibu melakukan praktik gala umong tersebut? 

5. Apakah Bapak/Ibu tau kalau ada Fatwa MPU Aceh yang mengatur tentang gadai 

dalam perspektif Islam? 

6. Apakah Bapak/Ibu tau penggadai tidak boleh mengambil manfaat harta benda 

gadaian kecuali dengan izin pemiliknya, melalui akad ibahah, ijarah, isti'arah, 

mudharabah, dan musyarakah? 

 

Pertanyaan wawancara dengan MPU Aceh Tamiang 

1. Bagaimana tanggapan Bapak terkait praktik gala umong yang terjadi di Aceh, 

khususnya di Gampong Seuneubok Cantek Kec. Manyak Payed Kab. Aceh 

Tamiang? 

2. Bagaimana implementasi akad ibahah dalam praktik gala umong? 

3. Bagaimana implementasi akad ijarah dalam praktik gala umong? 

4. Bagaimana implementasi akad isti’arah dalam praktik gala umong? 

5. Bagaimana implementasi akad mudharabah dalam praktik gala umong? 

6. Bagaimana implementasi akad musyarakah dalam praktik gala umong? 
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